[ SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas prosedur
pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Lingkup
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara, dipandang perlu melakukan perubahan
prosedur agar pemberi bantuan sosial yang tidak
direncanakan dapat disalurkan dengan cepat, tepat dan
efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359
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Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2020 Nomor 5);
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24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA.

Pasall

Ketentuan Paragraf 2 Pasal 37A huruf d dalam Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor S53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 40), angka
3 dihapus dan angka 4 diubah sebagai berikut:

“Paragraf 2
Usulan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan

Pasal 37A

Usulan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat menyampaikan laporan
kejadian bencana dan/atau musibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a, yang terjadi di wilayahnya kepada Bupati
melalui kepala Pelaksana BPBD dan/atau kepala Satpol PP dan Damkar
dengan tembusan kepada kepala Dinas Sosial dan SKPD lainnya terkait;

b. Kepala Pelaksana BPBD dan/ atau Kepala Satpol PP dan Damkar dalam
waktu segera melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap laporan
yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi
kepada Kepala Dinas Sosial;

c. Kepala Dinas Sosial setelah mendapatkan hasil identifikasi dan verifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera berkoordinasi dengan
Kepala BPKAD terkait tahapan pencairan dan penyaluran alokasi
belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk pemberian Bantuan
Sosial kepada korban bencana dan musibah;
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d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara:

€.

1. kepala Dinas Sosial mengajukan rencana kebutuhan belanja, atau
bantuan yang dibutuhkan, paling lama 1 (satu) hari kerja kepada
pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

2. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah
melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan belanja;

3. hapus;

4. setelah verifikasi dilakukan, maka pejabat pengelola keuangan
daerah membuat telaahan staf untuk dimintakan persetujuan
kepada Bupati; dan

S. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah
melakukan pencairan dana bantuan sosial, paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui telaahan staf.

Bantuan Sosial disampaikan kepada korban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dalam bentuk uang oleh Bupati dan
keluarga penerima manfaat berkewajiban menyampaikan pakta
integritas; dan

Dalam hal Bupati berhalangan memberikan Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati dapat menunjuk Pejabat
yang terkait.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UT%\RA
TAHUN 2025 NOMOR 12 P v
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